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BAB III 

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM 

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003 

 

A. Pengertian Outsourcing 

Outsourcing berasal dari kata out yang berarti keluar dan source yang 

berarti sumber. Outsourcing adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu 

perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi 

resiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut.Penyerahan pekerjaan 

dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama operasional antara perusahaan 

pemberijasa (principal) dengan perusuhaan penerimaan pekerjaan (perusahaan 

outsourcing).
36

 

Outsourcing, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “alih 

daya”. Dalam praktek, pengertian dasar outsourcing adalah pengalihan 

sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna 

mendukung strategi pemakai jasa outsourcing  baik pribadi, perusahaan, 

divisi, atau pun sebuah unit dalam perusahaan.
37

 

Outsourcing diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk 

memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, 

melalui perushaan penyedia jasa pekerja/buruh.Ini berarti tak ada perusahaan 

yang secara khusus melatih/mempersiapkan, menyediakan, mempekerjakan 

tenaga kerja untuk kepentingan kepentingan perusahaan lain. Perusahaan 
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inilah yang mempunyai hubungan kerja secara langsung dengan pekerja/buruh 

yang dipekerjakan.
38

 

Outsourcing adalah penyerahaan penerima pemborongan pekerjaan 

atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian pemborong 

pekerjaan secara tertulis.Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan UUK istilah 

outsourcing terdapat dalam pasal 64 yang menyatakan bahwa “Perusahaan 

dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 

lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa 

pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. 

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima 

pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 

ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan UUK, sebagai berikut: 

1. Dilakukan terpisah dari kegiatan utama, baik manajemen maupun 

kegiatan pelaksanaan pekerjaan; 

2. Dilakukan dengan perintah langsung dan tidak langsung dari pemberi 

kerja, hal ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara 

melakukan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

perusahaan pemberi pekerjaan;  

3. Merupakan kegiatan yang mendukung dan mempelancar pelaksanaan 

pekerja sesuai alur kegiatan kerja diperusahaan pemberi pekerjaan; dan  

4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung 
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Penentuan sifat dan jenis pekerjaan tertentu yang dapat di outsource 

merupakan hal yang prinsip dalam praktik outsourcing, karena hanya sifat dan 

jenis atau kegiatan penunjang perusahaan saja yang boleh di outsource. 

Outsourcing tidak boleh dilakukan untuk sifat dan jenis kegiatan pokok 

ataukegiatan yang berhubungan dengan proses produksi. 

Perusahaan penerima pekerjaan tersebut harus perusahaan yang 

berbadan hukum.Agar perusahaan penerima pekerjaan tidak bisa menghindar 

dari tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban terhadap hak-hak 

pekerja/buruh sebagaimana mestinya dan untuk menjamin perlindungan 

hukum bagi pekerja/buruh yang dipekerjakan. 

 

B. Sejarah Outsourcing di Indonesia 

Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai outsourcing, tidak 

ada salahnya jika kita membahas awal mula munculnya pemikiran tentang 

Outsourcing, pada dasarnya outsourcing telah ada sejak jaman Yunani dan 

Romawi, dimana pada saat itu baik Yunani dan Romawi menyewa prajurit 

asing untuk bertempur pada peperangan mereka, tidak hanya itu mereka juga 

menyewa ahli bangunan asing untuk  membangun kota beserta istana bagi 

kepentingan bangsa Yunani dan Romawi. Dengan adanya perkembangan 

social yang ada, membuat prinsip outsourcing mulai diterapkan juga dalam 

dunia usaha.
39
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Outsourcing bukanlah hal baru. Sejarah outsorcing dimulai tahun 1776 

ketika adam smith, filosofi ekonomi dunia, melontarkan ide bahwa perusahaan 

lebih efektif dan efesien apabila salah satu unit bisnisnya diserahkan 

pengerjaanya kepada perusahaan lain yang memiliki kompetensi dan 

spesialisasi dalam proses produksi tersebut. Ide Smith ini kemudian 

dikembangkan oleh Coase pada tahun 1937 yang menyatakan bahwa proses 

produksi suatu barang seharusnya hanya di organisir oleh perusahaan apabila 

ongkos produksinya lebih rendah dari pada harga di pasaran.
40

 

Sejalan dengan terjadinya revolusi industri, perusahaan-perusahaan 

berusaha menemukan terobosan-terobosan baru dalam memenangkan 

persaingan.Pada tahap ini, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu saja tidak 

cukup untuk menang secara kompetitif, melainkan harus disertai dengan 

kesanggupan untuk menciptakan produk paling bermutu dengan biaya 

rendah.
41

 

Selanjutnya pada tahun 1970 dan 1980 perusahaan menghadapi 

persaingan global, dan mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan 

akibat struktur manejemen yang bengkak. Akibatnya, resiko usaha dalam 

segala hal, termasuk resiko ketenagakerjaan meningkat.Tahap ini merupakan 

awal timbulnya pemikiran outsourcing di dunia usaha. Untuk meningkatkan 

keluesan dan kreatifitas, banyak perusahaan besar yang membuat strategi baru 
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dengan konsentrasi pada bisnis inti, mengidentifikasi proses yang kritikal dan 

memutuskan hal-hal yang harus di outsource.
42

 

Gagasan awal berkembangnya outsourcing adalah untuk membagi 

resiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk ketenagakerjaan.Pada tahap 

awal outsourcing belum diidentifikasi secara formal sebagai strategi bisnis. 

Hal ini terjadi karena banyak perusahaan yang semata-mata mempersiapkan 

diri pada bagian-bagian tertentu yang bisa mereka kerjakan, sedangkan 

bagian-bagian yang yang tidak bisa dikerjakan secara internal, dikerjakan 

melalui outsource.
43

 

Sekitar tahun 1990 outsourcing telah mulai berperan sebagai jasa 

pendukung.Tingginya persaingan, telah menuntut menajemen perusahaan 

melakukan perhitungan biaya. Perusahaan mulai melakukan outsource 

terhadap fungsi-fungsi yang penting bagi perusahaan, tetapi tidak 

berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan.  

Awal mula timbulnya pemikiran outsourcing pada dunia bisnis adalah 

adanya usaha untuk membagi resiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk 

ketenagakerjaan, hal-hal itu disebabkan oleh adanya perkembangan yang 

terjadi pada keadaan social dan budaya serta peraturan dinegara barat pada 

awal abad 20, tidak sedikit dari para pemilik modal yang megeluh bahwa 

mereka tidak lagi memiliki waktu untuk berkonsentrasi pada produk dan 

layanan, nasabah dan pasar, serta pada kualitas distribusi. Penyebab mereka 

tdak dapat berkonsentrasi dengan baik adalah karena konsentrasi mereka telah 
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dihabiskan pada masalah-masalah ketenagakerjaan.Adanya perubahan 

paradigma dari pandangan kerja tradisional bahwa pekerja melayani system 

menjadi pandangan kerja modern bahwa sistem harus melayani pekerja. 

Dengan adanya outsourcing sistem yang terbentuk didalam sebuah organisasi 

perusahaan adalah system fungsi dan proses, yaitu yang dioutsourcing akan 

melayani dalam organisasi perusahaan tidak lagi dperlukan orang khusus 

untuk melayani dan mengendalikan fungsi dan proses yang dioutsourcing 

tersebut.
44

 

Menyimak dari penjelasan diatas  jelaslah bahwa sistem outsourcing 

ini telah ada pada masa Yunani dan Romawi. Hanya saja outsourcingpada saat 

ini  tentunya lebih banyak dan lebih kompleks. Dari posisi sederhana yang 

biasanya bergerak pada hal yang bukan bidang usaha utama ke posisi-posisi 

strategis dalam sebuah perusahaan. Di Indonesia Sendiri 

perkembangan outsourcing dibagi kedalam dua masa, yaitu zaman pra-

kemerdekaan dan masa pasca kemerdekaan. 

Pra-kemerdekaan (penjajahan) 

1. Deli Planters Vereeniging  

Outsourcing sudah diperkenalkan pada warga bumiputra pada 

masa pendudukan Belanda. Seiring maraknya sistem tanam paksa 

(monokultur) seperti tebu, kopi, tembakau, sekitar tahun 1879, pemerintah 

kolonial Hindia Belanda membuat program besar-besaran dalam upaya 

menghasilkan barang-barang devisa di pasar internasional. Salah satu 
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upayanya adalah membuka investasi di sektor perkebunan di daerah Deli 

Serdang.Kebijakan itu diatur oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda dalam 

peraturan No. 138 tentang Koeli Ordonantie. Peraturan tersebut kemudian 

direvisi lagi dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Jendral 

Pemerintah Hindia Belanda Nomor 78. 

Peraturan tersebut dikeluarkan untuk menciptakan iklim investasi 

yang kondusif seraya membuka lapangan kerja bagi para penganggur yang 

miskin. Regulasi ini kemudian mampu mendorong laju investasi sektor 

perkebunan tembakau di Deli sesuai regulasi yang sudah dikeluarkan yang 

mengatur tentang ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

(koeli) perkebunan maka pada tahun 1879 dibentuklah organisasi yang 

diberi nama „Deli Planters Vereeniging.„ Organisasi tersebut bertugas 

untuk mengordinasikan perekrutan tenaga kerja yang murah.Selanjutnya, 

Deli Planters Vereeniging ini membuat kontrak dengan sejumlah biro 

pencari tenaga kerja untuk mendatangkan buruh-buruh murah secara 

besar-besaran terutama dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Deli Planters Vereeniging bekerjasama dengan para Lurah, para 

Kepala Desa, para calo tenaga kerja, untuk mengangkut kaum Bumi Putra 

meninggalkan kampung halamannya menuju tanah perkebunan.Mereka 

kemudian diangkut ke Batavia, dan di Batavia mereka wajib 

“menandatangani” perjanjian kontrak yang saat itu disebut sebagai Koeli 

Ordonantie. kononetos orang jawa lah yang saat itu tepat untuk melakukan 

pekerjaan tersebut, sifat yang mudah mengalah dan mudah diajak 
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kompromi adalah pilihan utama dari orang-orang tersebut, tetapi juga 

perlu diingat bahwa saat itupun sudah ada perjanjian kontrak kerja yang 

sama-sama menyetujui tentang hak dan kewajiban masing-masing, hal ini 

terlepas apakah kemudian terdengar bahwa kontrak (ordonantie) tersebut 

banyak dilanggar oleh si pelaksana itu sendiri, kononjustru si pelaksana 

itulah yang lebih berkuasa dari pada si pemilik investasi.  

Setelah tiba di perkebunan (onderneming), para koeli orang Jawa 

tersebut dipekerjakan di bawah pengawasan mandor yang bertanggung-

jawab atas disiplin kerja. Para mandor ini mendapatkan upah sebesar 7,5% 

dari hasil kelompok upah para koeli yang dipimpinnya. Pada umumnya, 

para pemilik perkebunan menerapkan suatu bentuk organisasi dengan 

hirarki dimana kinerja para mandor ini diawasi oleh mandor kepala, dan 

selanjutnya para mandor kepala ini diawasi oleh asisten pengawas.Para 

asisten pengawas ini bertanggungjawab kepada administratur perkebunan. 

Selanjutnya, para administratur bertanggungjawab kepada tuan 

juragannya, yaitu para investor yang memiliki perkebunan itu. Pada masa 

itu, yang paling berpengaruh dan paling berkuasa atas para koeli adalah 

para atasan langsungnya yaitu para mandor dan mandor kepala, mereka ini 

yang paling sering melakukan pemerasan terhadap para koeli. Begitu 

berkuasanya sehingga para koeli jika ditanya dimana dia bekerja, maka 

jawabannya bukan menyebutkan nama onderneming tempat bekerjanya, 

akan tetapi akan menyebutkan siapa nama mandor dan nama mandor 

kepalanya. 
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Pemerasan yang dialami oleh para koeli bukan hanya dari 

pemerasan langsung yang dilakukan oleh mandor dan mandor kepalanya 

saja. Para calo dan tuan juragan atau ondernemer secara tak langsung juga 

melakukan pemerasan. Hutang dan biaya yang diangggap sebagai hutang 

seperti biaya transportasi dari Jawa ke Deli, biaya makan, biaya 

pengobatan, biaya tempat tinggal, dengan upahnya yang minim itu 

seringkali baru dapat terbayarkan lunas setelah para koeli bekerja selama 

lebih dari 3 tahun kontrak kerja. 

2. Animer 

Pada massa pendudukan Belanda sekitar Abad XIX, 

sistem outsourcing juga sudah dikenal dalam kehidupan buruh (koeli) 

pelabuhan di Tanjung Priok. Menurut penelitian yang dilakukan Razif, 

aktivis Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), para buruh Pelabuhan 

Tanjung Priok direkrut oleh kelompok buruh yang disebut sebagai 

“animer”. Oleh para animer, tenaga kerja itu biasanya didatangkan dari 

Jawa Barat. Secara getok-tular, dari mulut ke mulut, kaum muda di 

perkampungan Lebak, Banten, Cianjur, mereka berbondong-bondong 

menjual tenaganya.Di kampungnya, produksi pertanian tidak lebih 

menjanjikan dibanding migrasi ke Tanjung Priok dimana bisa memperoleh 

“uang” dari upah memburuh. 

  



39 
 

 
 

3. Masa Kemerdekaan 

a. Pra Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

Pengaturan tentang pemborongan pekerjaan, sebenarnya sudah 

diatur sejak zaman belanda. Sebelum diundangkannya Undang-

Undang No 13 Tahun 2003, Outsourcingdiatur dalam KUH Perdata 

Pasal 1601 b, Pasal tersebut mengatur bahwa pemborongan suatu 

pekerjaan adalah kesepakatan dua belah pihak yang saling 

mengikatkan diri, untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak 

yang saling mengikatkan diri, untuk menyerahkan suatu pekerjaan 

kepada pihak lain dan pihak lainnya membayarkan sejumlah harga. 

Tetapi pengaturan dalam KUHPerdata masih belum lengkap karena 

belum diatur terkait pekerjaan yang dapat dioutsourcingkan, tanggung 

jawab perusahaan pengguna dan penyedia tenaga 

kerja outsourcing dan jenis perusahaan yang dapat menyediakan 

tenaga kerja outsourcing. 

b. Outsourcing Masa Kini (berdasar Undang-Undang No 13 Tahun 2003) 

Berdasarkan hasil penelitian PPM (Riset Manajemen: 2008 

terhadap 44 perusahaan dari berbagai industri terdapat lebih dari 50% 

perusahaan di Indonesia menggunakan tenagaoutsourcing, yaitu 

sebesar 73%. Sedangkan sebanyak 27%-nya tidak menggunakan 

tenaga outsourcing dalam operasional di perusahaannya. Hal ini 

menunjukkan perkembangan outsourcing di Indonesia begitu pesat 

Perkembangan outsourcing ini didorong dengan adanya  Undang-
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Undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, dalam 

Undang-Undang tersebut tersebut, kebutuhan tenaga kerja untuk 

menjalankan. 
45

 

 

C. Dasar Hukum Outsoircing 

Dasar hukum outsourcing di Indonesia adalah Undang-undang 

Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003: 

Pasal 64  

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan 

kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 

penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis” 

Berdasarkan ketetentuan pasal diatas, outsourcing dibagi menjadidua 

jenis: 

1. Pemborong Pekerjaan  

Yaitu pengalihan suatu pekerjaan kepada vendor outsourcing, 

dimana vendor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan yang 

dialihkan beserta hal-hal yang bersifat teknis (pengaturan operasional) 

maupun hal-hal yang bersifat non-teknis (administrasi 

kepegawaian).Pekerjaan yang dialihkan adalah pekerjaan yang bisa diukur 

volumenya, dan fee yang dikenakan oleh vendor adalah rupiah per satuan 

kerja (Rp/m2, Rp/kg, dsb.). Contoh: pemborongan pekerjaan cleaning 

service, jasa pembasmian hama, jasa katering, dsb 
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2. Penyedia jasa pekerja/buruh 

Yaitu pengalihan suatu posisi kepada vendor outsourcing, dimana 

vendxor menempatkan karyawannya untuk mengisi posisi tersebut. 

Vendor hanya bertanggung jawab terhadap manajemen karyawan tersebut 

serta hal-hal yang bersifat non-teknis lainnya, sedangkan hal-hal teknis 

menjadi tanggung jawab perusahaan selaku pengguna dari karyawan 

vendor. 

Untuk pembahasan selanjutnya, istilah outsourcing disesuaikan 

dengan jenis kedua, yaitu outsourcing dalam bentuk penyediaan jasa 

pekerja/buruh. 

Pekerjaan yang dapat dialaihkan berdasarakan Undang-undang 

Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 adalah: 

Pasal 65 

1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 

dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat 

secara tertulis. 

2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. Dilakukan dengan 

perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c. 

Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d. 

Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 

3. Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk 

badan hukum. 

4. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi Pekerja/Buruh pada 

perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-

kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja 

pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

5. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 
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6. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara 

perusahaan lain dan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya. 

7. Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didasarkan 

atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 

tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59. 

8. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat 

(3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja 

Pekerja/Buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih 

menjadi hubungan kerja Pekerja/Buruh dengan perusahaan pemberi 

pekerjaan. 

9. Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8). maka hubungan kerja 

Pekerja/Buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan 

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 

Pasal 66 

1. Pekerja/Buruh dari perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh tidak 

boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan 

pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses 

produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang 

tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 

2. Penyediaan jasa Pekerja/Buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau 

kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi 

harus memenuhi syarat sebagai berikut :a. Adanya hubungan kerja 

antara Pekerja/Buruh dan perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh; 

b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana 

dimaksud pada huruf (a) adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 

dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara 

tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; c. Perlindungan 

upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang 

timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 

Pekerja/Buruh; dan d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa 

Pekerja/Buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan 

penyedia jasa Pekerja/Buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat 

pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

3. Penyedia jasa Pekerja/Buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan 

hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab 

dibidang ketenagakerjaan. 

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) 

huruf (a), huruf (b), dan huruf (d) serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka 

demi hukum status hubungan kerja antara Pekerja/Buruh dan 

perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh beralih menjadi hubungan 

kerja antara Pekerja/Buruh dan perusahaan pemberi pekerja. 
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Berdasarkan ketentuan dalam pasal 65 ayat 2 dan pasal 66 ayat 1, 

pekerjaan yang dapat dialihkan adalah pekerjaan yang bersifat penunjang 

dan tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, atau dalam 

istilah bisnis disebut sebagai “non-core”
46

 

Pengaturan outsourcing mengenai perjanjian pemborongan 

pekerjaan dimuat di dalam KUHPerdata ketentuan Pasal 1601 b yakni 

“Perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong 

mengikatkan diri utnuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, 

pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang telah 

ditentukan”. 

Ketentuan pemborongan pekerjaan pekerjaan dalam KUHPerdata 

sedikit berbeda dengan yang ditemukan dalam UUK. Perbedaannya 

terlihat pada pasal-pasal yang diatur dalam KUHPerdata tidak dibatasi 

pekerjaan-pekerjaan mana saja yang dapat di outsource, sedangkan dalam 

UUK dibatasi, yakni hanya terhadap produk/bagian-bagian yang tidak 

berhubungan langsung dengan bisnis utama perusahaan. 

 

D. Perjanjian Kerja  

Perjanjian kerja (Arbeidsoverenkoms), menurut Pasal 1601 a 

KUHPerdata bahwa: “Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak 

yang satu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain 

(majikan), selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah”. Pasal 1 angka 

14 UUK memberikan pengertian “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian 
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antara pekerja/buruh dengan pengusahan atau pemberi kerja yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. 

Perjanjian menurut Subekti (dikutip dari bukunya Djumadi) adalah 

perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana 

ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan 

dan adanya suatu hubungan diperatas yang dalam bahasa Belanda disebut 

dierstverhandling, yaitu suatu yang berdasarkan mana pihak yang satu 

(majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak 

lain. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUK, “Perjanian kerja dibuat 

secara tertulis atau lisan”. Adapun bentuk-bentuk perjanjian kerja antara lain : 

1. Perjanjian kerja lisan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UUK membolehkan perjanjian kerja dilakukan secara lisan, dengan syarat 

pengusaha wajib, membuat surat pengangkatan bagi pekerja.  

2. Perjanjian kerja tulis  

Perjanjian  kerja  tertulis  sekurang-kurangnya  harus  memuat  tentang 

jenis pekerjaan yang akan dilakukan, besarnya upah yang akan diterima 

dan berbagai hak dan kewajiban lainnya bagi masing-masing pihak sesuai 

dengan ketentuan Pasal 54 UUK. 

Namun demikian, sekalipun Undang-Undang memberikan kebebasan 

kepada pihak-pihak untuk menentukan isi perjajian pemborongan pekerjaan, 

syarat dan ketentuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang, kesusilaan dan norma keadilan. 
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Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat yang ada pada 

ketentuan pasal 1320 KUHPerdata bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian 

yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hukum ketenagakerjaan 

secara khusus diatur dalam UUK Pasal 52 bahwa kesahan suatu perjanjian 

kerja harus memenuhi 4 syarat sebagai berikut : 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan  

d. Pekerjaan  yang  diperjanjiakm  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perjanjian kerja yang dibuat itu, apabila bertentangan dengan 

ketentuan huruf a dan b maka akibat hukumnya perjanjian kerja dapat 

dibatalkan, sedangkan apabila bertentangan dengan ketentuan huruf c dan d 

maka akibat hukumnya perjanjian batal demi hokum.Dalam rangka memberi 

kepastian hukum kepada pekerja dan pemberi pekerja, perjanjian kerja yang 

dikaitkan dengan jangka waktunya dibagi menjadi 2 jenis perjanjian 

kerja.Kedua jenis perjanjian kerja yang diperbolehkan oleh UUK adalah 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT). 

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Perjajian kerja waktu tertentu di dalam Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 
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100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu Pasal 1 angka 1 (Selanjutnya disebut 

Kep.100/Men/VI/2004) adalah “Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan 

pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan 

untuk pekerjaan tertentu”. Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana 

dimaksud didasarkan pada: 

a. Jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun atau dua tahun  

b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu, dapat didasarkan pada 

tercapainya tujuan diadakan suatu pekerjaan. Artinya, setelah 

pekerjaan selesai maka berakhirlah perjanjian kerja. Perjanjian kerja 

waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat 

tetap. 

Ketentuan Pasal 58 disebutkan bahwa “Perjanjian kerja waktu 

tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja dan jika 

diisyaratkan maka perjanjian kerja tersebut menjadi batal demi hukum”. 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 

tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaanya akan 

selesai dalam waktu tertentu yang tertuang dalam ketentuan Pasal 59 ayat 

(1) yaitu: 

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b. Pekerjaan yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama tiga (3) tahun;  

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau  
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d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.  

Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  ini  telah  ditentukan  jangka 

waktu berlakunya pekerjaan tersebut jika jangka waktunya berakhir maka 

pengusaha dapat memperbaharui atau memperpanjang perjanjian tersebut 

dengan pekerja/buruh. Di dalam Pasal 59 UUK disebutkan ketentuan 

mengenai perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja waktu  tertentu.  

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  62  UUK  disebutkan bahwa:  

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja selai alasan-

alasan tersebut diatas atau sebelum berakhirnya jangka waktu yang 

ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu maka pihak yang 

mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak 

lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya 

jangka waktu perjanjian kerja.” 

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu menurut 

Kep.100/Men/VI/2004 Pasal 1 angka 2 adalah “Perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang 

bersifat tetap”. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini dapat 

mensyaratkan masa percobaan kepada pekerja asal hal itu dituangkan 

dalam perjanjian tertulis atau bila perjanjian kerjanya secara lisan masa 

percobaan harus dicatumkan dalam surat pengangkatan.  
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Perjanjian kerja waktu tidak tertentu jika dibuat secara lisan dan 

pekerja telah selesai masa percobaan maka sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) 

UUK maka pengusahan wajib membuat surat pengangkatan untuk 

pekerja/buruh tersebut. 

Dalam surat pengangkatan itu memuat: 

a. Nama dan alamat pekerjaan;  

b. Tanggal mulai bekerja;  

c. Jenis pekerjaan; dan  

d. Besarnya upah.  

Perjanjian waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa 

percobaan kerja paling paling lama 3 bulan dan pengusaha dilarang 

membayar dibawah upah minimum yang berlaku sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 60 UUK. 

 

E. Hubungan Kerja 

Hubungan  kerja  adalah  suatu  hubungan  hukum  yang  dilakukan  

oleh minimal  dua  subjek  hukum  mengenai  suatu  pekerjaan.  Subyek  

hukum  yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha atau pemberi kerja 

dengan pekerja/buruh.
47

 

Imam Soepomo berpendapat bahwa hubungan kerja yaitu hubungan 

antara buruh dengan majiakn, dimana buruh menyatakan kesanggupan untuk 

bekerja pada majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupan untuk bekerja 
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pada majikan dengan menerima upah, dan dimana majikan menyatakan 

kesanggupan untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. 

Ketentuan Pasal 1 angka 15 UUK disebutkan bahwa “Hubungan kerja 

adalah hubungan antara perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan 

perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. 

Unsur-Unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja dengan 

ketentuan Pasal 1 angka 15 UUK adalah : 

1. Adanya pekerjaan (arbeid);  

Pekerjaan yang diberikan bebas sesuai dengan kesepakatan antara 

pekerja/buruh dengan majikan tanpa adanya bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. 

2. Dibawah perintah/gezag ver houlding;  

Dimana pekerja/ buruh melakukan pekerjaan atas perintah dari 

majikan, hubungan ini adalah hubungan antara atasan dan bawahan 

sehingga bersifat subordinasi; 

3. Adanya upah tertentu/loan 

Imbalan yang diberikan oleh majikan atas pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh pekerja/buruh. 

4. Dalam waktu yang ditentukan.  

Berakhirnya hubungan kerja berdasarkan waktu tertentu atau sesuai 

dengan kesepakatan yang diperjanjikan. Untuk waktu tertentu dikenal 

dengan istilah kontrak kerja atau pekerja harian lepas. 
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Praktik outsourcing, terdapat tiga pihak yang melakukan hubungan 

hukum, yaitu  pihak  principal  (perusahaan  pemberi  kerja),  pihak  vendor 

(perusahaan  penerima  pekerjaan  atau  penyedia  jasa  tenaga  kerja)  dan  

pihak pekerja/buruh, dimana hubungan hukum pekerja/buruh bukan dengan 

perusahaan principal melainkan dengan perusahaan vendor.  

Adapun yang dimaksud dengan hubungan kerja berdasarkan sistem 

outsourcing adalah adanya pekerja/buruh yang dipekerjakan di suatu 

perusahaan dengan sistem kontrak tetapi kontrak tersebut bukan diberikan 

oleh perusahaan pemberi kerja melainkan oleh perusahaan lain yang 

merupakan perusahaan pengerah tenaga kerja.
48

 

Penulis memudahkan penjelasan mengenai istilah outsourcingpenulis 

akan memberikan ilustrasi sebagai berikut: A diangkat sebagai karyawan di 

perusahaan X. sebelum diangkat sebagai karyawan, antara A dan perusahaan 

X dibuat perjanjian kerja yang isinya menyatakan bahwa A bersedia untuk 

ditempatkan di perusahaan Y, di sini dapat dilihat bahwa X adalah perusahaan 

penyedia jasa pekerja dan Y adalah perusahaan pemberi kerja. Setelah 

perjanjian kerja antara A dan perusahaan X disepakati maka perusahaan X 

akan membuat pernjanjian dengan perusahaan Y yang isinya bahwa 

perusahaan X akan memperkerjakan karyawannya di perusahaan Y. terhadap 

penempatan tersebut, perusahaan Y membayar sejumlah dana ke perusahaan 

X. 
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Melihat uraian tentang sistem outsourcing tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hubungan kerja termaksud adalah jenis hubungan kerja berdasarkan 

perjanjian pengiriman/peminjaman pekerja (uitzendverhouding). Pada 

hubungan kerja demikian ditemukan adanya 3 (tiga) pihak yang terkait satu 

sama lain, yaitu: 

a. Perusahaan penyedia atau pengirim tenaga kerja/pekerja (penyedia) 

b. Perusahaan pengguna tenaga kerja/pekerja (pengguna) 

c. Tenaga kerja/pekerja 

Pada hubungan segitiga tersebut kita dapat mengidentifikasi adanya 3 

(tiga) hubunngan: 

a. Hubungan kerja antara penyedia dan pengguna. 

b. Hubungan kerja antara pengguna dan pekerja. 

c. Hubungan kerja antara penyedia dan pekerja 

Outsourcing merupakan bisnis kemitraan dengan tujuan memperoleh 

keuntungan bersama, membuka peluang bagi berdirinya perusahaan-

perusahaan baru di bidang jasa penyedia tenaga kerja, serta efesiensi bagi 

dunia usaha.Pengusaha tidak perlu disibukkan dengan urusan yang tidak 

terlalu penting yang banyak memakan waktu dan fikiran karena hal tersebut 

bisa diserahkan kepada perusahaan yang khusus bergerak di bidang itu. 
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F. Hak Pekerja/Buruh Outsourcing 

1. Hak Upah yang Layak  

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang 

menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh majikan atau pihak 

yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah pekerja ini, islam 

memberikan pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain 

bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup 2 (dua) hal, yaitu adil dan 

mencukupi. 

Praktek outsourcing memang lebih menguntungkan bagi 

perusahaan, tetapi lebih banyak merugikan tenaga kerja, karena hubungan 

kerja selalu dalam bentuk tidak tetap atau kontrak (PKWT), upah lebih  

redah, jaminan sosial kalau adapun hanya sebatas minimal, tidak adanya 

job security, serta tidak adanya jaminan pengembangan karir. 

Dalamkeadaan seperti ini, pelaksanaan outsourcingakan menyengsarakan 

tenaga kerja. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, maka 

dunia outsourcing baik pemborongan pekerjaan maupun penyedia jasa 

tenagakerja, perusahaan diwajibkan menjamin perlindungan terhadap hak-

hak pekerja atau buruh. 

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 88 Ayat 1 menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Dalam pengertian bahwa jumlah upah yang diterima oleh 

pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup 
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pekerja/buruh beserta keluarganya secara wajar, anatara lain meliputi 

sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari 

tua. 

Guna mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan, telah ditempuh kebijakan pengupahan yang 

melindungi pekerja/buruh. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih akan 

diatur dalam suatu peraturan pemerintah tengtang perlindungan 

pengupahan. Hak untuk menerima upah bagi pekerja timbul pada saat 

adanya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, dan berakhir 

pada saat hubungan kerja tersebut putus. Pengusaha dalam menentukan 

upah tidak boleh diskriminasi antara pekerja laki-laki dan perempuan 

untuk pekerjaan yang sama nilainya.
49

 

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum.Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari 

ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.Dalam hal kesepakatan tersebut lebih redah atau 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut 

batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
50

 

Upah yang diperoleh oleh pekerja outsouurcingbiasanya dalam 

bentukUpah Minimum Provinsi (UMP) yang besarnya untuk Riau sekitar 
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Rp 2.095.000,- walaupun ada kenaikan upah setiap tahun, hal tersebut 

dikarenakan adanya perubahan peraturan Daerah tentang UMP untuk 

penyesuaian saja. 

Kehendak untuk mendapatkan upah yang layak, jauh dari harapan 

para pekerja outsourcing.Untuk pekerja tetap saja belum tentu 

mendapatkan upah yang layak.Namun paling tidak ada kriteria dalam 

penetuan skala upah, misalnya melalui perjenjangan upah. 

Jika melihat penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa hak-hak 

pekerja/buruh outsourcing, pada pasal 156 (2),(3),(4) UKK hanya terkesan 

menjadi hiasan dalam UKk. Hal ini disebabkan UP dalam dalam pasal 156 

(2) maksimum hanya 2 bulan kerja sebab dalam prakitek sebagi berikut: 

a. UP dalam pasal 156 (2) maksimum hanya upah 2 bulan kerja, sebab 

lama bekerja bervariasi 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. 

b. UPMK pasal 156 (3) tidak mungkin didapati oleh pekerja outsourcing, 

karena pekerja yang di PHK minimal bekerja selam 3 tahun atau lebih 

untuk mendapatkan UPMK 2 bulan upah. 

c. UPH seperti biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya 

ke tempat dimana pekerja diterima bekerja sangat jarang untuk didapat 

oleh pekerja, sebab lamaran penerimaan dan seleksi dilakukan di kota 

tempat perusahaan. Apalagi jenis pekerjaanya tidak memerlukan 

keahlian khusus. 

Oleh karenanya penulis melihat bahwa UKK yang telah ditetapkan 

hanya berupa kiasan semata tanpa bisa didapatkan bagi pekerja/buruh 
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outsourcing.Walaupun mereka telah bekerja berpuluh puluh tahun tetapi 

tetap saja hitungannya tetap kurang dari tiga tahun.Sedangkan tenaga 

mereka setiap hari di eksploitasi oleh perusahaan pemilik modal. 

Selain itu tidak efektifnya undang-undang yang mengatur tentang 

hak pekerja/buruh outsourcing ini, perlu ada ketegasan dalam peraaturan 

perundang undangan bahwa setelah kontrak pertama atau kedua berakhir, 

pekerja outsourcing harus diangakat menjadi pekerja tetap pada 

perusahaan tersebut. 

Outsourcing mengakibatkan tiga masalah utama yaitu pertama, 

tersingkiryaburuh dari meja atau kesepaakat negosiasi; kedua, tidak 

adanya tanggung jawab hukum terhadap buruh; ketiga berkurangnya buruh 

tetap sehingga semua buruh masuk kedalam outsourcing, kondisi buruh 

dalam ketidakpastian.
51

 

Pendapat ini cukup beralasan dikarenakan memang dalam 

perjanjian kerja hanya melibatkan antara perusahaan pengguna jasa 

dengan perusahaan penyedia jasa.Perusahaan pengguna tidak bertanggung 

jawab terhadap pekerja/buruh outsourcing karena yang mereka tahu hanya 

isi kontrak yang telah disepakati bersama dengan perusahaan outsourcing. 

Dan yang lebih mengkhawatirkan apabila suatau saat nanti semua 

pekerja/buruh dioutsourcingkan sungguh sangat ironi mengingatkan 

bahwa tenaga meraka di kuras sedangkan kehidupan yang layak hanya 

menjadi angan-angan. 
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2. Hak Jamsotek 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, yang 

dimaksud dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan 

bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti 

sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan 

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja 

berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan 

meninggaldunia.
52

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang 

Penyelenggarakan Progam Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdapat 

dalam Pasal 2 yaitu Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri dari: 

1. Jaminan berupa uang yang meliputi:  

a. Jaminan kecelakaan kerja  

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan 

risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan 

pekerjaan.Untuk menanggulangi sebagian atau seluruh penghasilan 

yang diakibatkan oleh kematian atau cacat atau kecelakaan kerja 

baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan 

kerja. 

Iuran jaminan kecelakaan kerja ini sepenuhnya ditanggung 

oleh pengusaha yang besarnya antara 0,24-1,74% dari upah kerja 

sebulan. Besarnya iuran sangat tergantung dari tingkat resiko 
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kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu. 

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas 

jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya berupa: 

1) Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan 

kerja di rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya 

pertolongan pertama pada kecelakaan.  

2) Biaya pemeriksaan dan atau perawatan selama di rumah sakit, 

termasuk rawat jalan.  

3) Biaya  rehabilitasi  berupa  alat  bantu  (orthose)  dan  atau  alat 

ganti (prothose) bagi tenaga kerja yang anggota badannya 

hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. 

Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja 

sifatnya relatif sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya maka 

jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat 

mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan 

tidak bisa bekerja lagi. 

b. Jaminan kematian 

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan sebagai akibat 

kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan 

sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga 

yang ditinggalkan. Besarnya jaminan kematian ini adalah 0,30% 

dari upah pekerja selama sebulan yang ditanggung sepenuhnya 

oleh pengusaha. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian 

dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya 

pemakaman maupun santunan berupa uang. 



58 
 

 
 

c. Jaminan hari tua 

Hari tua adalah umur pada saat produktivitas menurun, 

sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda.Hari 

tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu 

bekerja.Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan 

kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja 

sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang 

berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian 

penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala 

pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi 

persyaratan tersebut 

Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-

risiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja pada 

gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. 

Ketenangan kerja akan tercipta karena jaminan sosial tenaga kerja 

mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam 

menghadapi berbagai resiko sosial ekonomi tersebut. Selain itu, 

jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan dengan 

pendanaan akan memupuk dana yang akan menunjang pembiayaan 

pembangunan nasional.  

Pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia 

jasa pekerja atau buruh memperoleh hak yang sama sesuai dengan 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat 

kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja atau buruh 

lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja atau buruh.  


